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MOTTO 

 

“ Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat; orang yang menuntut ilmu 

berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepadanya sama 

dengan para Nabi”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber 

daya alam. Ironisnya, sampai saat ini belum bisa menentukan berapa 

besarnya nilai ekonomis aset dan potensi harta kekayaan negara yang 

dimilikinya. Sub sektor Jasa Penilai merupakan salah satu sub sektor jasa 

yang dapat berperan penting dalam perekonomian nasional khususnya 

dalam usaha kebangkitan perekonomian nasional menuju Indonesia baru 

sebagai negara maju. Salah satu indikator dari suatu negara yang tergolong 

maju adalah besarnya peran sektor jasa dalam struktur perekonomian. 

Semakin maju suatu negara, semakin besar peran sektor jasanya. Indonesia 

adalah suatu negara kepulauan dengan kekayaan alam yang berlimpah 

yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Kekayaan alam tersebut sesuai 

dengan amanat pasal 33 UUD 1945 seharusnya digunakan untuk sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

Dalam manajemen aset baik negara, daerah maupun swasta, 

penilaian properti adalah tahapan yang memegang peran penting, karena 

tanpa adanya penilaian properti, maka properti tersebut kurang dapat 

dioptimalkan. Penilaian atau appraisal merupakan salah satu sektor jasa 

yang dapat berperan penting dalam menentukan nilai ekonomis aset dan 

potensi harta kekayaan. Proses penilaian adalah tahapan-tahapan yang 
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dilakukan oleh penilai sebelum sampai pada suatu kesimpulan nilai 

didasarkan pada data yang diperoleh dari sumber yang otentik dan dapat 

dipercaya dilengkapi dengan opini penilai. 

Terkait dengan perannya dalam penyelenggaraan pemerintah pusat 

dan daerah, penilaian terhadap kekayaan negara sangat diperlukan untuk 

langkah awal menuju pemerintahan yang baik atau yang sering kita sebut 

good governance, dengan cara mengelola aset negara sebagai kekayaan 

negara yang sangat diperlukan untuk menunjang majunya negara. 

Kegiatan penilaian yang diperlukan dalam rangka pengelolaan kekayaan 

negara meliputi inventarisasi harta kekayaan negara, tukar guling, lelang, 

dan jenis pengelolaan harta kekayaan negara yang lain yang harus 

didasarkan atas kondisi terkini dari harta yang bersangkutan khususnya 

berkenaan dengan nilai. Inventarisasi tersebut pada dasarnya merupakan 

kegiatan pencatatan seluruh kekayaan negara termasuk pembukuan, 

penyusunan database, dan pelaporan yang dapat digunakan sebagai 

informasi dan bahan untuk penyusunan dan pengadaan kekayaan negara 

maupun daerah. Inventarisasi harta kekayaan negara selanjutnya dapat 

dikembangkan dan didayagunakan secara maksimal dan dapat digunakan 

untuk menentukan fungsi apa yang paling sesuai untuk diambil 

manfaatnya dari harta tersebut. 

Pentingnya Apraiser dalam berbagai aspek juga dibuktikan dengan 

banyaknya pihak dalam bentuk usaha apapun yang membutuhkan Jasa 

Penilai untuk kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, Kementerian 
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Keuangan memiliki eselon I yaitu Direktorat Jenderal  Kekayaan Negara 

(DJKN) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang 

negara dan lelang sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

DJKN memiliki instansi vertikal yang memiliki Jasa Penilai intern dalam 

bidang Pengelolaan Penilaian Kekayaan Negara, yaitu Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL memiliki beberapa sub 

bagian seksi di dalamnya, yang salah satunya ada Seksi Pelayanan 

Penilaian. Dalam seksi ini, terdapat Jasa Penilai dalam menilai Barang 

Milik Negara berdasarkan dari berbagai permohonan dari berbagai instansi 

pemerintahan pusat maupun daerah. Di KPKNL ini khususnya di bagian 

Seksi Pelayanan Penilaian, memiliki Sistem dan Prosedur dalam 

melakukan kegatan Penilaiannya atas Kekayaan Negara yang berupa 

properti seperti tanah dan bangunan, kendaraan, maupun barang inventaris 

pemerintah yang berada di kantor pusat maupun daerah. 

Tujuan paling utama di KPKNL yaitu kegiatan lelang yang 

dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Lelang. Untuk menyelenggarakan 

lelang, dari barang diajukan sampai barang laku dilelang. Pada tahap ini, 

seksi pelayanan penilaian memegang peranan yaitu menilai barang yang 

akan di lelang. Menentukan nilai limit, kemudian nilai limit atas suatu 

barang ataupun properti tersebut yang akan menjadi dasar nilai limit dalam 
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suatu kegiatan pelelangan di KPKNL yang dilakukan oleh Seksi 

Pelayanan Lelang. 

Dalam melaksanakan kegiatan magang kerja di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, penulis mendapatkan 

manfaat berupa keterampilan dan ilmu baru khususnya di bidang penilaian 

yang belum pernah didapat penulis selama di perkuliahan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “SISTEM DAN PROSEDUR ATAS PENILAIAN BARANG 

YANG AKAN DILELANG PADA KANTOR PELAYANAN 

KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA” 

 

B. Tujuan 

Untuk mengetahui mengenai sistem dan prosedur penilaian 

terhadap barang yang akan di lelang yang dilakukan oleh seksi pelayanan 

penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Yogyakarta. 

 

C. Manfaat 

Manfaat dari penulisan laporan Praktek Kerja lapangan di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, antara lain: 
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1. Untuk Penulis 

a. Penulis mendapatkan bekal kompetensi dalam melakukan 

observasi dan analisis secara sistematis terhadap praktik 

akuntansi pada suatu organisasi. 

b. Penulis mendapat tambahan ilmu pengetahuan yang didapat 

dari instansi terkait dan membandingkan teori-teori yang 

telah dipelajari selama masa perkuliahan. 

c. Penulis mendapatkan pengalaman serta mengetahui 

sistematika dalam melakukan penilaian atas suatu aset pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Yogyakarta. 

d. Penulis mempunyai bekal dalam menilai aset dan properti 

yang diperoleh secara otodidak melalui praktek kerja 

lapangan, untuk kemudian ilmu tersebut bisa menjadi bekal 

untuk bersaing di dunia kerja. 

2. Untuk Perusahaan/ Instansi 

a. Mahasiswa magang membantu pekerjaan para pegawai. 

b. Mahasiswa memberikan saran yang baik atas kelemahan 

sistem yang ada pada perusahaan. 

c. Dengan adanya mahasiswa magang, perusahaan/ instansi 

semakin dikenal oleh masyarakat luas. 
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3. Untuk Universitas Teknologi Yogyakarta 

a. Dengan adanya program magang kerja ini, universitas 

mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang 

akademik maupun praktek yang diperoleh selama magang 

kerja. 

b. Universitas dibantu untuk mendidik mahasiswa secara 

praktik di dunia kerja oleh perusahaan/ instansi tempat 

mahasiswa magang kerja. 

c. Universitas makin dikenal oleh masyarakat luas melalui 

mahasiswa. 

 

D.  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pada penulisan Laporan Praktek Kerja lapangan ini 

terdiri dari 4 bab yang menguraikan :  

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini secara umum menjelaskan mengapa dilakukan kerja praktek kerja 

di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta 

dan juga menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari penulisan tugas 

akhir berdasarkan judul yang telah dipilih, serta menjelaskan secara 

ringkas tentang sistematika pembahasan dari keseluruhan bab yang akan 

ditulis. Pendahuluan terbagi dalam beberapa sub bagian, yaitu: 
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a. Latar Belakang Masalah 

Menguraikan mengapa dilakukan praktek kerja di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta 

serta penjelasan penulisan laporan mengenai sistem dan prosedur 

penilaian barang yang akan dilelang di KPKNL Yogyakarta. 

b. Tujuan 

Menguraikan tujuan penulisan Laporan Praktek Kerja pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. 

c. Manfaat 

Menguraikan tentang manfaat yang diperoleh penulis selama 

melakukan praktek kerja lapangan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. 

d. Sistematika Pembahasan 

Menguraikan urut-urutan bab dalam laporan. Sistematika mengarah 

pada isi ringkas masing-masing bab. 

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini secara umum menguraikan segala hal yang terkait dengan Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Secara 

umum yang diuraikan dalam bab ini adalah: 
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a. Deskripsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Yogyakarta. 

b. Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Yogyakarta. Penjelasan awal mula Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta berdiri hingga posisi saat 

ini. 

c. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Yogyakarta. Penjelasan mengenai bagan organisasi dan 

deskripsi jabatan yang ada pada KPKNL Yogyakarta, serta tugas 

dan wewenang masing-masing bagian. 

BAB III: PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan pemahaman penulis terhadap aktivitas yang 

dilaksanankan selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di KPKNL 

Yogyakarta, menjelaskan Sistematika dan prosedur Penilaian Barang dan 

Aset yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan Penilaian pada KPKNL 

Yogyakarta.  

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang ada pada bab-

bab sebelumnya, berisi saran penulis untuk instansi tempat melakukan 

praktek kerja lapangan atas kekurangan dalam proses penilaian suatu 

aset.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

A. Deskripsi Perusahaan 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

merupakan instansi pemerintah yang menangani pengelolaan kekayaan, 

piutang dan lelang negara yang berada di bawah pimpinan Direktorat 

Jenderal Keuangan Negara (DJKN). DJKN merupakan program reformasi 

birokrasi di lingkungan kementrian keuangan, yang terbentuk pada tahun 

2006 yang merupakan gabungan antara fungsi pengurusan piutang negara 

dan lelang fungsi  pengelolaan kekayaan negara Direktorat Pengelolaan 

Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN). DJKN merupakan 

transformasi dari DJPLN ( Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara).  

Kantor KPKNL Yogyakarta yang menempati Gedung Keuangan 

Negara (GKN) berlokasi di Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta 

55166. Dalam memberikan pelayanan dibidang Pengelolaan Kekayaan 

Negara, pengurusan Piutang Negara, Pelayanan Penilaian dab Pelayanan 

Lelang, KPKNL Yogyakarta memberikan kemudahan bagi stakeholder 

dalam mencari informasi terkait current issue pengelolaan BMN. 

1. Visi dan Misi KPKNL Yogyakarta 

Sejalan dengan tugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Yogyakarta yaitu melaksanakan pelayanan di bidang 

kekayaan negara, penilaian, serta hukum & informasi maka 
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KPKNL menetapkan Visi untuk menjadi pengelola Kekayaan 

Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan 

bertanggungjawab untuk kemakmuran masyarakat. 

  Sesuai dengan Visi yang telah diterapkan maka Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta merumuskan 

misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui 

penerapan strategi yang dipilih. Adapun Misi Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang, antara lain: 

a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, 

dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara. 

b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan 

hukum. 

c. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat 

dijadikan acuan dalam berbagai keperluan. 

d. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

e. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, 

adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu 

mengakomodasi kepentingan masyarakat. 

2. Tugas Pokok dan fungsi KPKNL Yogyakarta 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 589/KM.1/2013 tanggal 30 Agustus 2013 

Tentang uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan 

Jenderal Kekayaan Negara, tugas pokok KPKNL adalah 
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melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, 

piutang negara, dan lelang, serta hukum & informasi. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KPKNL 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, 

pengamanan kekayaan negara. 

b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan 

pengalihan serta penghapusan kekayaan negara. 

c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan pengalihan, 

pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta 

kekayaan milik penanggung/ penjamin utang. 

d. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan 

jangka waktu dan/atau penjamin utang, serta penyiapan data 

usul penghapusan piutang negara. 

e. Pelaksanaan pelayanan penilaian 

f. Pelaksanaan pelayanan lelang 

g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, 

piutang negara, dan lelang. 

h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta 

pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin 

hutang dan eksekusi barang jaminan. 

i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung 

hutang atau penjamin hutang serta kekayaan lain. 

j. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang. 
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k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang 

jaminan. 

l. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang 

negara dan hasil lelang. 

m. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang. 

n. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum 

pengurusan piutang negara dan lelang. 

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan 

tugas dan fungsi KPKNL, sebagaimana pelaksanaan Instruksi Presiden 

Nomor 7 tahun 1999 disusun laporan akuntabilitas kinerja KPKNL 

Yogyakarta untuk setiap tahun anggaran. Dengan tersusunnya laporan 

akuntabilitas KPKNL Yogyakarta diharapkan para pelaksana termotivasi 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

 

B. Sejarah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah unit 

kerja vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementrian 

Keuangan yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdapat 7 

Seksi yakni Sub. Bagian Umum, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi 
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Pengeloaan Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Pelayanan 

Lelang, Seksi Piutang Negara, Seksi Kepatuhan Internal. 

 Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia 

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani 

penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan 

keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan 

Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang 

negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang 

Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia 

interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam menetapkan 

piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri 

Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 

tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan 

Piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN. 

 Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, 

diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang 

menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga 

terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan 

Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan 

memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara 

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), 

sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara 

(KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 
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2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi 

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi 

operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Kepengurusan Piutang dan 

lelang Negara (KP2LN). 

 Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada 

tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan 

lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada 

Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PMB/KN) 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke empat 

atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi 

dan Tugas Eselon I Kementrian Republik Indonesia, DJPLN berubah 

menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN 

berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara 

dan penilaian. 

 Penerbitan Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan 

inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali 

tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan 

koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

dan Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, 

LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Republik Indonesia, telah meraih opini wajar dengan 
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pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 

kementrian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian. 

 Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos 

terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan 

perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi 

kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementrian 

Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan 

manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara.  

 

C. Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta memiliki struktur 

organisasi, dimana struktur organisasi merupakan suatu susunan dan 

hubungan antara tiap bagian beserta posisi yang ada pada suatu organisasi 

atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai 

tujuan. Struktur organisasi sangatlah penting dalam rangka setiap tindakan 

dan usaha suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Struktur 

organisasi menggambarkan dengan jelas pemisah kegiatan pekerjaan 

antara yang satu dengan yang lainnya serta bagaimana hubungan aktivitas 

dan fungsi dibatasi. 
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Struktur Organisasi Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) 

akan disajikan pada gambar 2.1. Sedangkan Struktur Organisasi Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada gambar 2.2. 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN 

NEGARA 

SONNY LOHO 

SEKRETARIS DJKN 

DIDI ISKANDAR 

DIREKTUR 

BMN 

CHALIMAH 

PUJIHASTU

TI 

DIREKTUR 

KND 

DEDY 

SYARIF 

USMAN 

DIREKTUR 

PNKNL 

PURNAMA 

T. 

SIANTURI 

DIREKTUR 

PKNSI 

INDRA 

SURYA 

DIREKTUR 

PENILAIAN 

MEIRIJAL 

NUR 

DIREKTUR 

LELANG 

LUKMAN 
EFENDI 

DIREKTUR 

HUKUM & 

HUMAS 

HADY 

PURNOMO 

TENAGA PENGKAJIAN 

OPTIMALISASI 

KEKAYAAN NEGARA 

SUDARSONO 

TENAGA PENGKAJIAN 

HARMONISASI 

KEBIJAKAN 

TRI WAHYUNINGSIH 

TENAGA PENGKAJIAN 

RPEKND 

WAHYU 

85 

KEPALA 

KPKNL 

17 

KEPALA 

KANTOR 

WILAYAH 

Sumber : PMK NOMOR 135/PMK.01/2006 

Gambar 2.1 

Skema Struktur Organisasi DJKN (Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara) 

 



 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI KPKNL YOGYAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : PMK NOMOR 135/PMK.01/2006 

Kepala Kantor KPKNL 
Yogyakarta 

Guntur Riyanto, S.H. 

 

Kepala SubBag. Umum 

Sri Wahyuni, S.H. 

Suharti, S.H. Kepala Seksi Kepatuhan 

Internal 

Mardianus Subagyo, S.Sos 
Suci Wulandari, S.H. 

Anassohi 

Suwarni 

Muh. Caris 

Muh. Arif Fadilah 

Arif Langgeng 

Wibisono 

Kepala Seksi Hukum dan 

Informasi 

Aris Rochmad Sopiyan, 

S.H. 

Markhareta Manda, S.E 

 

Kepala Seksi Pelayanan 

Lelang 

Untung Suwanto, 

S.H.,MH 

Kepala Seksi 

Piutang Negara 

Noor Hayati 

Kepala Seksi Pelayanan 

Penilaian 

Yusup Sugiyartto, S.E. 

M.Ec.Dev 

 

Kepala Seksi PKN 

Dany Kuryanto, S.E., 

M.Si. 

 

Marya Mujayani Dienno Riza Ardiyanto Masirin 

Adhi Puspa Nugroho Condro Subagio Arifah Nurul Fajarini, 

S.H.,MH 

Sri Haryanti, S.H. 

 

Sri Hartuti, S.H. 

 

Suci Wulandari 

 

Heribertus Agung Sudiyanto Wiwiek Indrawati 

Nurul Zubaidah Wahyu Sigit Purnomo Lien Herry Herlina Christina sulastrina 

 

Sarjana 

Wahyu Gunawan Rouf Abqi Riptadi 

Suqthi Fazzari 

RetnoWahyuningrum 

Haryono 

Bambang Nurslim 

 
Erik Andika Wati,S.H. 

 
Rita Ambar Sari,S.H. 

 

Endang Budiyati,S.H. 

Budiyati Setyo Widyastuti 

Tri Winarsih 

Yuhar Lelo Ginanjar S 

 

Gambar 2.2 

Gambar Struktur Organisasi KPKNL Yogyakarta 

1
7
 



18 

 

 

D. Uraian Tugas 

  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya 

dalam Keputusan ini disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (135/PMK.01/2006 Pasal 29). 

 Setiap bagian dalam organisasi memiliki peran serta tugas masing-masing 

sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Adapun tugas dari masing-

masing bagian dalam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

adalah sebgai berikut : 

1. Kepala Kantor mempunyai tugas mengepalai kantor dan bertanggung 

jawab dengan segala hal yang terkait dengan kelancaran kegiatan kantor 

pelayanan kekayaan nega dan lelang serta memastikan semua berjalan 

lancar. 

2. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 

keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengkoordinasian 

penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, 

penyampaian bahan penyusunan rencana strategik dan laporan 

akuntabilitas, serta penatausahaan, pengawasan Barang Milik Negara di 

lingkungan KPKNL (PMK.170/PMK.01/2012 pasal 32). 

3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, 
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bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatusahaan dan 

penyusunan daftar Barang Milik Negara atau Kekayaan Negara 

(PMK.170/PMK.01/2012 pasal 32). 

4. Seksi Pelayanan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian yang 

meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan 

dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta 

kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian 

kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan 

usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah dan 

penilaian terhadap obyek-obyek penilaian yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (PMK.170/PMK.01/2012 

pasal 32). 

5. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan 

penanggung hutang atau penjamin hutang, pemblokiran, eksekusi 

barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, pertimbangan dan 

pemberian keringanan hutang, pengusulan pencegahan, pengusulan dan 

pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau 

penghapusan piutang negara, inventarisasi piutang negara, pemeriksaan 

barang jaminan milik penanggungan hutang, serta inventarisasi, 

registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan 

(PMK.170/PMK.01/2012 pasal 32). 
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6. Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan 

dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan 

pelaksanaan lelang, pembuatan salinan, pemetikan dan grosse risalah 

lelang, pelaksanaan superintendensi Pejabat Lelang serta pengawasan 

Balai Lelang dan pengawasan lelang pada Perum Pegadaian dan lelang 

kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero) (PMK.170/PMK.01/2012 pasal 

32). 

7. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan 

penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat 

permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan 

bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara 

dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan 

hasil lelang (PMK.170/PMK.01/2012 pasal 32). 

  

 

 

 

 



 

21 

 

BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Aktivitas Magang 

Aktivitas magang merupakan gambaran dari seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh Penulis selama melaksanakan magang di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) D.I Yogyakarta. Penulis 

melaksanakan magang di KPKNL selama 2 bulan (40 hari) terhitung sejak 

tanggal 1 Maret sampai dengan 28 April 2017. Hari kerja di KPKNL 5 

(lima) hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari jum’at, dimulai dari 

jam 7.30 sampai dengan 17.00 kegiatan pagi dimulai dengan apel pagi, 

apel pagi dilakukan oleh semua karyawan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) termasuk Kepala Kantor. Kegiatan apel pagi 

dimulai dengan sharing sesion kemudian dilanjutkan dengan do’a 

bersama, setelah itu karyawan kembali ke ruangan dan mulai bekerja. 

Sebelum Penulis melaksanakan kegiatan magang, pertama-tama 

Penulis datang ke Sub Bagian Umum. Di sana Penulis menemui Bapak 

Anashohi, beliau selaku pembimbing dari semua anak magang di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Beliau 

juga memberi tau tentang seluk beluk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Yogyakarta. Beliau juga yang mengarahkan kami sampai pada 

penempatan Penulis di Seksi Pelayanan Penilaian. 
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Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dalam 

jangka waktu 2 bulan yang dimulai pada tanggal 1 Maret s/d 28 April 

2017. Selama melaksanakan magang, aktivitas yang dilakukan adalah: 

1. Minggu pertama tanggal 1 s/d 3 Maret 2017 penulis memulai kegiatan 

dengan perkenalan dengan semua staf pada Seksi Hukum dan 

Informasi serta melaksanakan pekerjaan antara lain, mengarsipkan 

dokumen sesuai tanggal dan kategori. 

2. Minggu ke dua tanggal 6 s/d10 Maret 2017 penulis berpindah tempat 

melaksanakan magang, dari Seksi Hukum dan Informasi ke Seksi 

Pelayanan Penilaian. Hal tersebut dikarenakan Seksi Pelayanan 

Penilaian membutuhkan bantuan personil dalam menyelesaikan tugas. 

Pada hari pertama, penulis memperkenalkan diri kepada semua staf 

pada Seksi Penilaian. Kemudian penulis melaksanakan pekerjaan 

antara lain, menginput data hasil survey sebelum penulis ditempatkan, 

melengkapi data hasil survey, seperti mencari kelengkapan baik 

melalui telepon maupun searching di internet. Tanggal 9 Maret 2017 

penulis menjadi anggota tim survey untuk mencari data tanah yang ada 

di daerah Yogyakarta kota. 

3. Minggu ke tiga tanggal 13 s/d 17 Maret 2017 penulis menginput data 

hasil survey 9 Maret 2017 dan melengkapi data yang harus ada di 
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dalam formulir. setelah selesai melengkapi data, menyerahkan data 

kepada ketua tim survey untuk dibuatkan laporan penilaian.  

4. Minggu ke empat tanggal 20 s/d 24 Maret 2017 penulis melaksanakan 

pekerjaan yang masih sama dengan minggu lalu, yaitu menginput data 

hasil survey tanah. Di minggu ini, penulis melakukan survey bersama 

tim survey tepatnya pada tanggal 22 Maret 2017. 

5. Minggu ke lima tanggal 27 s/d 31 Maret 2017 penulis melakukan input 

data hasil survey minggu lalu. 

6. Minggu ke enam tanggal 3 s/d 7 April 2017 penulis melaksanakan 

pekerjaan berupa finishing input data tanah yang sudah disertai oleh 

laporan penilaian. Kemudian setelah itu, penulis melakukan 

pengarsipan laporan survey. Di minggu ini penulis juga melakukan 

input surat keluar dan juga input Nota Dinas Rahasia. 

7. Minggu ke tujuh tanggal 10 s/d 14 April 2017 penulis melaksanakan 

pekerjaan berupa mendata harga lelang berdasarkan kwitansi, 

menyesuaikan harga penawaran tanah pada formulir data tanah,  scan 

perhitungan nilai tanah dan bangunan, input final formulir data tanah 

dan juga input data surat masuk serta surat keluar. 

8. Minggu ke delapan tanggal 17 s/d 21 April 2017 penulis melaksanakan 

pekerjaan berupa input hasil kaji ulang 2017, input data surat keluar, 

mengurutkan dokumen dan berkas-berkas pendukung, input data 

pembanding, input data hasil survey.  
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9. Minggu ke sembilan tanggal 25 s/d 28 April 2017 penulis 

melaksanakan pekerjaan berupa pembuatan laporan penilaian, 

kemudian membuat duplikat semua laporan penilaian sebelum dikirim 

ke pusat (menteri keuangan). Membuat rekap hasil kaji ulang tahun 

2017. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Sistem 

a. Menurut Azhar Susanto (2013:22) dalam bukunya yang berjudul 

Sistem Informasi Akuntansi : “Sistem adalah kumpulan/group dari 

sub sistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non 

phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama 

secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. 

b. Menurut Sutarman (2009:5), dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Teknologi Informasi: “Sistem adalah kumpulan elemen 

yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan 

suatu proses pencapaian suatu tujuan utama”. 

c. Menurut (Mulyadi, 2016:5) dalam bukunya yang berjudul Sistem 

Akuntansi menyatakan bahwa : “Sistem adalah jaringan prosedur 

yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pokok perusahaan”. 



25 

 

 

d. Dari definisi sistem di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem 

merupakan satu jaringan yang saling memiliki keterkaitan antar 

bagian dan prosedur-prosedur yang ada, dan terkumpul dalam satu 

organisasi untuk melakukan kegiatan serta untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.  

2. Pengertian Prosedur  

Menurut (Mulyadi, 2016:5) dalam bukunya yang berjudul Sistem 

Akuntansi menyatakan bahwa : “prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen 

atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.”  

3. Pengertian Penilaian 

Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi nilai dan 

pendapat atas nilai ekonomis dari suatu objek penilaian pada saat 

tertentu, sesuai dengan Standar Penilai Indonesia (SPI). Penilaian 

sendiri meliputi beberapa tahapan, yaitu mengumpulkan kebutuhan 

data, inspeksi atau survey lapangan, pengerjaan data dan hasil akhir 

laporan. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No. 166/PMK.06/2015 Tentang Penilaian Barang Milik 

Negara.  
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4. Pengertian Lelang 

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan 

cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih 

tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. 

Dasar Hukum : PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk 

Pelaksanan Lelang. 

 

C. Prosedur Atas Penilaian Barang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Yogyakarta 

Prosedur berikut ini menguraikan mengenai proses penilaian yang ada 

pada Seksi Pelayanan Penilaian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta.  

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Proses Penilaian Barang 

a. Seksi Pengelola Kekayaan Negara (PKN) 

Pengurusan penilaian barang atau aset pada umumnya di awali 

dengan upaya-upaya dari pemohon (Satuan Kerja) dengan 

menyerahkan surat permohonan penilaian barang atau aset 

untuk diserahkan kepada Sie PKN. Kemudian Sie PKN 

membuatkan Surat Permohonan dari Pengelola untuk kemudian 

digandakan dan diserahkan kepada Seksi Pelayanan Penilaian. 
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b. Seksi Pelayanan Penilaian 

Seksi Pelayanan Penilaian menerima berkas yang diterima oleh 

Sie PKN disertai Surat Permohonan dari Pengelola berupa Nota 

Dinas. Berkas tersebut diberikan kepada Seksi Pelayanan 

Penilaian untuk diperiksa kelengkapannya. Kemudian setelah 

memenuhi syarat, Sie PKN membuat Surat Tugas yang 

diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani. 

c. Kepala Kantor 

Kepala Kantor menerima Surat Tugas dari Seksi Pelayanan 

Penilaian untuk kemudian ditandatangani. Kepala Kantor juga 

menandatangani Laporan Penilaian. 

d. Tim Penilai / Pelaksana 

Tim Penilai / Pelaksana merupakan tim inti dari kegiatan 

penilaian ini, hal tersebut dikarenakan Tim Penilai yang 

melakukan proses penilaian dari survey hingga pembuatan 

Laporan Penilaian. 

2. Dokumen yang Digunakan dalam Proses Penilaian Barang 

a. Surat Permohonan dari Pemohon 

Surat Permohonan Penilaian/ berkas-berkas yang diserahkan 

kepada KPKNL Yogyakarta dari Pemohon  terdiri dari 

lampiran data berupa: 
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1) Surat Permohonan Penilaian  

2) Data barang yang akan dilelang (meliputi: jenis barang, 

alamat, serta dokumen pendukung seperti sertifikat atau 

surat kepemilikan yang sah). 

b. Nota Dinas 

Surat ini menerangkan bahwa adanya pelimpahan dalam 

pengurusan penilaian dari Seksi PKN kepada Seksi Pelayanan 

Penilaian. 

c. Surat Tugas 

Surat ini menerangkan bahwa adanya perintah yang sah untuk 

melaksanakan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai/ 

Pelaksana. 

d. Laporan Penilaian 

Laporan Penilaian ini dikeluarkan oleh Seksi Pelayanan 

Penilaian. Laporan ini berisi mengenai data hasil penilaian 

barang yang dilakukan oleh Tim Penilai/ Pelaksana yang sudah 

disetujui oleh Kepala Seksi Pelayanan Penilaian serta Kepala 

KPKNL. 
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3. Prosedur Perolehan Data 

Prosedur perolehan data mengenai Prosedur Penilaian Barang di 

KPKNL yaitu: 

a. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pelayanan 

Penilaian mengenai Prosedur Penilaian Barang. Kemudian 

penulis dijelaskan mengenai hal tersebut, setelah itu penulis 

diberikan SOP mengenai Prosedur Penilaian Barang. 

b. Pengolahan Informasi 

Dalam hal ini yang penulis lakukan yaitu mencocokan hasil 

wawancara dengan SOP serta proses penilaian yang terjadi di 

lapangan. 

4. Bagan Alir (Flowchart) Prosedur Penilaian Barang  

Sistem dan prosedur Penilaian Barang yang dilakukan oleh Seksi 

Pelayanan Penilaian KPKNL Yogyakarta digambarkan dalam 

bentuk Bagan Alir (Flowchart). Bagan Alir ini menggambarkan 

prosedur penilaian barang dari pengajuan sampai dengan 

diterbitkannya Laporan Penilaian. 
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Keterangan : 

1. Pemohon (Satuan Kerja) mengajukan surat permohonan penilaian kepada 

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 

membuat surat permohonan oleh pengelola sebanyak dua rangkap, 

kemudian mengarsip surat permohonan asli dan menyerahkan surat 

permohonan fotokopi kepada Seksi Pelayanan Penilaian. 

2. Seksi Pelayanan Penilaian melakukan verifikasi surat permohonan. 

a. Verifikasi lengkap kemudian keluar surat tugas. Surat tugas asli untuk 

Kepala KPKNL dan fotokopi surat tugas untuk Seksi Penilaian. 

b. Verifikasi tidak lengkap. Seksi Pelayanan Penilaian meminta data pada 

pemohon, apabila memenuhi keluar surat tugas. Surat tugas asli untuk 

Kepala KPKNL dan fotokopi surat tugas untuk Seksi Pelayanan 

Penilaian. 

3. Surat tugas ada kemudian melakukan pembentukan Tim Penilai setelah itu 

Tim Penilai melakukan proses penilaian yang meliputi : 

a. Survey lapangan 

b. Analisis data 

c. Penentuan pendekatan 

d. Simpulan nilai 
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4. Hasil analisis selesai kemudian tim penilai melakukan Peer Review pada 

tim penilai yang lain. Peer Review merupakan proses pemeriksaan atau 

penelitian hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim penilai. 

5. Hasil analisis setelah Peer Review dibuat laporan penelitian. 

6. Laporan Penilaian dibuat dua rangkap. Laporan penilaian asli diarsip oleh 

Seksi Pelayanan Penilaian dan fotokopi Laporan Penilaian diserahkan 

kepada pemohon. 

 

D. Prosedur Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Yogyakarta 

Prosedur berikut ini menguraikan mengenai proses pelelangan yang ada 

pada Seksi Pelayanan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Yogyakarta.  

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Proses Pelelangan Barang 

a. Pemohon (Satuan Kerja) 

Pengurusan Lelang barang atau aset pada umumnya di awali 

dengan upaya-upaya dari pemohon (Satuan Kerja) dengan 

menyerahkan berkas dokumen lelang barang atau aset untuk 

diserahkan kepada Seksi Pelayanan Lelang untuk kemudian 

diperiksa kelengkapannya. 
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b. Seksi Pelayanan Lelang 

Tugas Seksi Pelayanan Lelang yaitu sebagai pelaksana serta 

penanggungjawab atas kegiatan pelelangan barang atau aset dari 

permohonan sampai terlelangnya barang/ aset yang diajukan. 

c. Peserta Lelang 

Peran peserta lelang yaitu membeli barang yang sedang dilelang. 

d. Kepala Kantor 

Kepala Kantor bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan di 

KPKNL. 

2. Dokumen yang Digunakan Dalam Proses Lelang 

a. Berkas Dokumen Lelang 

1) Dokumen Persyaratan Lelang yang bersifat umum 

a)  Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, 

kecuali Pemohon Lelang adalah perorangan, atau 

Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai 

pihak Penjual. 

b) Daftar barang yang akan dilelang 

c) Syarat lelang tambahan dari penjual/pemilik barang 

(apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, antara lain: 
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d) Jangaka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti 

secara fisik barang yang akan dilelang. 

e) Jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli. 

f) Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang 

(aanwijzing). 

2) Dokumen Persyaratan Lelang yang bersifat khusus 

a) Salinan/fotokopi surat persetujuan/penetapan penjualan dari 

pengelola barang. 

b) Salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan 

panitia penjualan lelang. 

c) Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila 

berdasarkan peraturanperundang-undangan diperlukan 

adanya bukti kepemilikan. Apabila bukti kepemilikan/hak 

tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat 

keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak 

disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan 

alasannya.  

b. Risalah Lelang 

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat 

oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai 

kekuatan pembuktian sempurna.  
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3. Prosedur Perolehan Data 

Prosedur perolehan data mengenai Prosedur Lelang Barang di 

KPKNL yaitu: 

c. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pelayanan 

Lelang mengenai Prosedur Pelelangan. Kemudian penulis 

dijelaskan mengena bagaimana proses lelang yang dilakukan di 

KPKNL. 

d. Pengolahan Informasi 

Dalam hal ini yang penulis lakukan yaitu mencocokan hasil 

wawancara dengan proses pelelangan yang terjadi di lapangan. 

4. Bagan Alir (Flowchart) Prosedur Lelang  

Bagan Alir ini menggambarkan prosedur Lelang Barang dari 

pengajuan sampai dengan diterbitkannya Risalah Lelang. 
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1. Pemohon mengajukan surat permohonan lelang disertai dokumen yang 

disyaratkan. 

Dokumen Persyaratan Lelang : 

A. Dokumen Persyaratan Lelang yang bersifat umum 

1. Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali 

Pemohon Lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa 

penunjukan Balai Lelang sebagai pihak Penjual. 

2. Daftar barang yang akan dilelang 

3. Syarat lelang tambahan dari penjual/pemilik barang (apabila ada), 

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, antara lain: 

a. Jangaka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti 

secara fisik barang yang akan dilelang. 

b. Jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli. 

c. Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang (aanwijzing). 

B. Dokumen Persyaratan Lelang yang bersifat khusus 

1. Salinan/fotokopi surat persetujuan/penetapan penjualan dari 

pengelola barang. 

2. Salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia 

penjualan lelang. 
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3. Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan 

peraturanperundang-undangan diperlukan adanya bukti 

kepemilikan. Apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus 

ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-

barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak 

dengan menyebutkan alasannya.  

2. Setelah semua persyaratan sudah di lengkapi. Seksi Pelayanan Lelang 

menetapkan jadwal pelaksanaan lelang. Kemudian memberi tau Pemohon 

(satuan kerja). 

3. Pemohon (satuan kerja) setelah memperoleh pemberitahuan jadwal 

pelaksanaan lelang kemudian pemohon (satuan kerja) membuat 

pengumuman di surat kabar (koran). Hal ini sesuai dengan aturan yang 

tertuang dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No.1/2015 tentang Pengumuman 

Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar. Edaran tersebut diharapkan untuk 

meningkatkan transparansi dan pengawasan publik terhadap pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang menggunakan dana APBD. Kemudian, 

pengumuman yang sudah tercantum di surat kabar (koran) nasional 

maupun provinsi akan dicantumkan dalam katalog elektronik LKPP. 

4. Setelah iklan terbit di surat kabar, KPKNL membuka pendaftaran bagi 

yang ingin mendaftar menjadi peserta lelang.  
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5. Setelah sudah mendapat peserta lelang. KPKNL kemudian melaksanakan 

lelang.  

6. Setelah mengetahui pemenangnya, KPKNL kemudian mengumumkan 

pemenang lelang. 

7. Peserta (pemenang lelang) membayar barang yang di lelang ke No 

Rekening KPKNL. 

8. Setelah pemenang menyetor uang ke No.Rekening KPKNL, Seksi 

Pelayanan Lelang kemudian membuat Risalah Lelang dua rangkap. 

KPKNL menyerahkan risalah lelang yang asli beserta dokumen barang 

yang dilelang kepada pemenang dan menyerahkan fotokopian risalah 

lelang kepada pemohon (satuan kerja). 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan penulis selama magang mengenai sistem dan 

prosedur atas penilaian barang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL), dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan ini diawali 

dengan pengajuan permohonan penilaian oleh Satuan Kerja (Satker) 

kepada Sie Pengelola Kekayaan Negara (Sie PKN) kemudian dikerjakan 

oleh Seksi Pelayanan Penilaian yang menghasilkan sebuah Laporan 

Penilaian. Selanjutnya terdapat beberapa poin yang bisa disimpulkan :  

1. Pemohon/Satuan Kerja (satker) mengajukan permohonan untuk 

menilai aset yang dimiliki oleh kantor kebanyakan dikarenakan ingin 

memanfaatkan aset yang sudah tidak lagi terpakai dan ingin 

mengetahui apakah masih ada nilai ekonomisnya atau tidak. Jika aset 

tersebut masih bernilai ekonomis maka akan dimanfaatkan (dilelang) 

tetapi jika aset tersebut sudah tidak bernilai maka jika aset tersebut 

berupa barang akan di musnahkan atau dirosokkan. 

2. Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan penilaian aset adalah 

Pemohon (Satuan Kerja), Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi 

Pelayanan Penilaian, Tim Penilai dan Kepala Kantor. 
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3. Pihak-pihak yang terkait dalam proses pelelangan aset adalah 

Pemohon (Satuan Kerja), Seksi Pelayanan Lelang, Kepala Kantor, dan 

Peserta Lelang.  

4. Dokumen yang digunakan dalam proses penilaian dan lelang antara 

lain : Surat Permohonan, Nota Dinas, Surat Tugas, Berkas Dokumen 

Lelang, Laporan Penilaian, dan Risalah Lelang. 

5. Prosedur penilaian barang yang diajukan oleh pemohon (Satuan Kerja) 

kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Yogyakarta diterima oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang 

kemudian diserahkan kepada Seksi Pelayanan Penilaian untuk 

diperiksa kelengkapannya. Kemudian, setelah berkas sudah lengkap 

Seksi Pelayanan Penilaian membentuk Tim Penilai untuk melakukan 

proses penilaian barang yang diajukan.  

Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam 

sistem dan prosedur penilaian barang yang akan dilelang tersebut. 

Berdasarkan temuan penulis, sistem dan prosedur penilaian barang yang 

akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Yogyakarta belum dilakukan secara maksimal oleh Seksi 

Pelayanan Penilaian. 

 

B. Saran 

Melihat dari sistem dan prosedur penilaian barang yang ada di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta 
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penulis memberi saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkatn 

keefektifan kinerja Seksi Pelayanan Penilaian untuk waktu yang akan 

datang, diantaranya : 

1. Dalam proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai sebaiknya 

dilakukan satu demi satu, hal tersebut agar tidak terjadi penumpukan 

dalam pembuatan laporan penilaian. 

2. Semua prosedur yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan Penilaian sudah 

berjalan efektif, hal tersebut bisa dilihat dari kesuksesan Tim Penilai 

dalam melaksanakan pekerjaan yang berproses dari awal hingga akhir. 

Penulis hanya berpesan untuk tetap menjaga kerjasama antar tim dan 

karyawan supaya tugas dapat dilaksanakan tepat waktu. 
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ALTIMETER 

 

Altimeter merupakan alat untuk mengukur ketinggian. 

DISTOMETER 

Distometer merupakan alat untuk mengukur jarak (biasa digunakan surveyor 

untuk mengukur panjang dan lebar tanah atau bangunan) 

  GPS (Global Positioning System) 

GPS (Global Positioning System) merupakan alat untuk menentukan koordinat 

suatu titik. GPS digunakan surveyor untuk menentukan titik lokasi tempat survey, 

hal ini untuk memudahkan dalam mencari data lebih lengkap melalui google 

maps. 



 

 
 


